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Abstrak — Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek dalam
penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan
kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemberi
pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan. Dalam penerapan
profesinya, seorang dokter tidak dapat dipisahkan dari hukum kesehatan. Perlu
diingat bahwa seorang dokter adalah seorang manusia biasa yang dapat membuat
kesalahan, kekeliruan atau malpraktek dalam menjalankan profesinya. Seorang
dokter dapat dimintakan tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dengan
sengaja ataupun lalai. Tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan
berdasarkan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dalam
hukum perdata, tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan berdasarkan
perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah
satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan yang diperjanjikan
tetapi terlambat dan melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
Sedangkan perbuatan melanggar hukum terpenuhi apabila memenuhi empat unsur
yakni adanya perbuatan melaggar hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian
yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
Perbuatan melanggar hukum bukan berarti hanya melanggar undang — undang
saja, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan
dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan
dengan kepatutan, ketelitian dan kehati — hatian.
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Abstract — The society is not only an object of healt enforcement, but also a
subject. Therefore, the enforcement of health services is a joint responsibility of
the health care providers and the health care recipients. In the application of the
profession, a doctor cannot be separated from the health law. However, it is
important to acknowledge that a doctor is a common human being who can also
make mistakes or commit malpractice in doing his job. A doctor can be hold
responsible on the criminal law, civil law, and administrative law. In civil law, a

doctor can be hold responsible based on a law violating act and breach of



contract. Breach of contract happens when one of the praty does not perform
what is promised, perform what is promised later than it is supposed to be,
perform what is promised below the expectation promised. Meanwhile, an action
is considered violating the law when it fulfills the four criteria such as the
existence of an action againt the law, there must be a mistake, there must be a
loss/damage caused by the action, and there must be a causal relation between
the action and the loss/damage. A law violating act does not only mean violating
the regulations, but also failing to do the law obligation of the perpetrator,
violating other people’s subjective rights, violating the ethics, and violating

decency, accuracy and circumspection
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PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain
sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi
tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan
kegiatan sehari — hari yang baik.

Menurut Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan pada Pasal 1 butir 1 berisi: “Kesehatan adalah keadaan sehat,
baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Jika ada orang yang sedang sakit, yang tidak dapat menyembuhkan
penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari
orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yakni meminta pertolongan dari
tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya yakni dokter.

Dokter diartikan sebagai seseorang yang mampu untuk menyebuhkan
orang — orang yang sedang sakit. Tidak semua orang yang dapat menyembuhkan
penyakit dapat disebut sebagai dokter, untuk menjadi dokter diperlukan
pendidikan dan pelatihan khusus serta mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.
Dokter dihadapkan dengan orang yang sedang sakit atau disebut dengan pasien.



